
Mcmbaca 

Menimbans 

PROVlNSl JA WA BARA T 

KEPUTUSAN PfMPlNAN DEW AN PERW AKI LAN RA.KY AT DAERAH 

KOT A BANDUNG 

NOMOR: 02 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERSETUJUAN RENCANA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
DENGAN PEMERINTAH KOTA METROPOLITAN SEOUL KOREA SELATAN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

DEW AN PERWAKJLAN RA.KY AT DAERAH KOTA BANDUNG 

- Surat Wali Kota Bandung Nomor 190/262-Bag.KS Tanggal 26 Januari 

2016 Perihal Permohonnn Persetujuun Kerjasama Bandung- Seoul.

a. Bnhwn scbubungan rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung
dengan �cmerintah Kota Metropolitan Seoul- Korea Selot.an dalam bidang
Ekonom1 perkotnan, Perencanaan perkotaan, Transportasi perkotaan, E­
Govermcnl, Kcbudayaan, Pembangunan kapasitas sumber daya manusia,
dan bidang lain yang akan disetujui kemudian telah ditindak lanjuti dengan
pcnandatanganan Letter of \ntent (Lol) pada tanggal '20 Mei 1015 di
Seoul Korea Selatan;



Mengingat 

b. Bahwa rencana kerjasarna antara pemerintnh kota Bandung denganScoul
yang telah ditindak lanjuti dengan penandatanganan Lener of Intent (Lol)
sebagaimana huruf a diatas, y.mg proses penandatanganannyo memcrlukan
persetujuan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

c. Bahwa betdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kola Bandung tentang Persetujuan Rcncana Kerjasama antara Pemerintah
Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Metropolitan �eoul-Korea
Selatan.

1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lcmbaran Negara Tal1Un 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara 3699);

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lntemasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian
Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknolosi;

4.Undang-undang Nomor 33 Tahuo2004 tentang Perimbangon Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004
Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5087);

S.UnJaug-Um.lang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi
Publik;

6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang La.\u Untas dm Angkutan
Jalan;

7.Peraturan Pemerinrah Nomor SO Tabun 2007 tentang Tata Cara 

pcluksanaw1 Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761 );

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Pcnyelenggaraan Pemerintahan;

9.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman
Pengelolaan Keuanaga Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dcngan Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 20 J J;



1 O.Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaM Nomor 52 Tahun 2014 
1entang Pedoman Pengembangan Surnber Daya Manusia dan Kebudayaan; 

11.Peraturan Oaerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Penyelenggara:lll Kcrjasnma Daerah ( Lembaran Daerah Kot.o Bandung 
Tahun 2010 Nomor 12); 

12.Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib
DPRD Kola Bandung; 

13.Keputusan DPRD Kota Bandimg Nomor 18 Tahun 2014 tent.on
Pembentukan dan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah. 

f\lcmperhatikan: Letter Of Intent (LOI) antara Pemerintah Kota Bandung dengan Seoul
pada tanggal 20 Mei 2015. 

Mcnetapkan 

KESATU 

KEDUA 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEW AN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA BANDUNG TENT ANG PERSETUJUAN RENCANA 
KERJASAMA ANT ARA PEMRRINTAH KOTA BANDUNG DENOAN 
PEMERINTAH KOTA METROPOLITAN SEOUL KOREA SELA TAN 

Men yelujui Rencana Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan 
Seoul dalam bidang Ekonomi perkotaan, Perencanaan perkotaan, 
Transportasi Perkotaan, E-Goverrncnt, Kebudayaan, Pembangunan 
k.apasitas sumber daya m, dan manusia, dan bidang lain alcan disetuju.i 
kemudian. 

Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai 
dasar proses Penandatanganan Letter of lnLenL (LOI) sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 



1'.ETIGA 

K.EEMPAT 

KELIMA 

Keputusan ini mulai bcrlaku pada taoggal ditetapkan. 

Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai 
dasru- Proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
dan unruk proses perserujuan ke Pemerintah Pusat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Kepulusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Bandung 

Pada Tanggal 10 februari 2016 

W AKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG 

DENI W AHYUDIN, SE, MM 

WAKIL KETUA OPRD K01A "'BANDUNG 

KETUA DPRD KOTA BANDUNG 

H. EDWIN SENJA YA, SE




